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KATA PENGANTAR

Tim Nasional Percetapan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan lembaga 
yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan 
di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K 
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K dibantu oleh Sekretaris Eksekutif. Sekretaris 
Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, 
menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, 
serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis 
dan administrasi kepada Wakil Presiden selaku Kepala TNP2K. Sekretaris Eksekutif 
dalam melaksanakan tugasnya saat ini dibantu oleh Kelompok Kerja Pengendali yang 
bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. 
Dalam kegiatannya, TNP2K menghasilkan berbagai terbitan yang telah dikemas 
menjadi tujuh (7) buah jenis produk pengetahuan yang terdiri dari Buku/Laporan, Kertas 
Kerja, Ringkasan Kebijakan, Buletin TNP2K, TNP2K Series, Infografis dan Audio Visual/
Film. Untuk memudahkan pemanfaatan semua produk-produk pengatahuan tersebut, 
Unit Knowledge Management Sekretariat TNP2K menginventarisir dan menyusunnya 
menjadi sebuah sebuah katalog ini.

Katalog Produk Pengetahuan Sekretariat Tim Nasional Percetapan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) edisi ini menampilkan kumpulan publikasi yang diterbitkan oleh 
Sekretariat TNP2K mulai dari periode tahun 2019-2020.  Seluruh produk pengetahuan 
yang terkompilasi pada katalog ini dapat diakses melalui situs resmi website TNP2K 
(www.tnp2k.go.id) dan akun YouTube resmi TNP2K (@TNP2KKomunikasi). Jika anda ingin 
meminta salinan dan cetakan setiap produk pengetahuan yang ada di dalam katalog 
ini, silahkan hubungi TNP2K Knowledge Management Unit (km.unit@tnp2k.go.id) untuk 
keterangan lebih lanjut. 

Jakarta, Desember 2020

Unit Pengelola Pengetahuan (Knowledge Management Unit) 
Sekretariat TNP2K 
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Ringkasan Eksekutif

Pemetaan Program 
Pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) 

PEMETAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, 
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

SITUASI LANSIA DI INDONESIA DAN AKSES TERHADAP 
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL: ANALISIS DATA 
SEKUNDER

MODERNISASI GOVERNMENT TO PERSON (G2P) MELALUI 
SOLUSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)  
DI INDONESIA

November 2020
Dalam Bahasa Indonesia

September 2020
Tersedia dalam versi dwi bahasa

November 2020
Dalam Bahasa Indonesia

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K dan LD FEB UI

Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan The SMERU Research Institute

Unit Komunikasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K

Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai program 
pemberdayaan UMKM. Kedepannya, buku ini diharapkan bisa menjadi 
sebuah inisiasi dalam persiapan menuju sinkronisasi dan harmonisasi 
program pemberdayaan UMKM terintegrasi, yang diharapkan lebih 
efektif dan efisien dalam implementasinya.

Laporan ini menerangkan gambaran umum mengenai situasi lansia, 
keberadaan program perlindungan sosial lansia, dan akses lansia 
terhadap program perlindungan sosial, baik di tingkat  nasional  maupun  
di  wilayah  penelitian.

Produk pengetahuan ini membahas mengenai perkembangan teknologi 
digital, khususnya teknologi finansial (Fintech) yang menawarkan 
perbaikan metode penyaluran G2P agar lebih efektif dan efisien, 
baik dari segi kemudahan, penggunaan, biaya, dan waktu. Dalam 
sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan 
berbagai rangkaian uji coba penyaluran bantuan sosial pemerintah 
dengan memanfaatkan fintech. Hasil uji coba membuktikan bahwa 
metode fintech dengan menggunakan mekanisme e-KYC pada tahap 
pendaftaran penerima manfaat dan otentifikasi biometrik wajah dalam 
proses pencairan manfaat merupakan metode penyaluran yang terbaik.
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NUSANTARA SEHAT TEAM-BASED DEPLOYMENT FOR 
COMPREHENSIVE PRIMARY HEALTH CARE

KAJIAN KEBIJAKAN PENGADAAN OBAT UNTUK PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014-2018

KIAT KOMUNIKASI PRAKTIS UNTUK ADVOKASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

September 2020
Dalam Bahasa Inggris

 Juli 2020
Dalam Bahasa Indonesia

 Agustus 2020
Dalam Bahasa Indonesia

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Unit Advokasi Kebijakan Daerah, Sekretariat TNP2K

Laporan ini memuat kajian mengenai program Nusantara Sehat yang 
dijalankan oleh Kemenkes RI.  Kecukupan tenaga kesehatan di Indonesia 
masih menjadi tantangan untuk mewujudkan kesetaraan dalam melayani 
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang komprehensif terutama di 
daerah tertinggal dan pinggiran. Banyak yang percaya bahwa layanan 
perawatan kesehatan yang komprehensif harus mencakup perawatan 
promotif, preventif, dan kuratif oleh banyak disiplin ilmu kesehatan. 
Sejalan dengan pandangan tersebut, Kementerian Kesehatan sejak 
tahun 2015 telah menginisiasi Program Nusantara Sehat Team-based 
Deployment Program (NST), yang terdiri dari multi profesi tenaga 
kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas di daerah terpencil. Studi 
ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana NST mempengaruhi 
kolaborasi interprofesional untuk meningkatkan status kesehatan 
masyarakat dan bagaimana program tersebut mempengaruhi jalur karir 
masa depan petugas kesehatan.

Setelah volume e-Purchasing sempat turun pada 2017, pengadaan obat 
secara online melalui e-Katalog tersebut kembali meningkat pada 2018. 
Artinya, secara makro tren pengadaan obat JKN telah kembali normal— 
e-Katalog telah kembali pada jalur yang benar. Namun demikian, hasil
analisis yang lebih mendalam menunjukkan hal yang sebaliknya, seperti
yang akan disampaikan di dalam Laporan ini.

Buklet ini bermaksud untuk menjelaskan kiat-kiat sederhana dalam 
menyiapkan dan menyampaikan informasi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan kepada pemangku kepentingan di daerah, khususnya 
kepada unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
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IMPROVING HEALTH OF THE LEFT-BEHINDS: THE CASE 
OF INDONESIA’S NUSANTARA SEHAT A QUANTITATIVE 
EVALUATION STUDY

KOMPENDIUM AKTIVITAS KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN 
JAMINAN KESEHATAN 2014-2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN 
DATA BASIS DATA TERPADU 2011-2019

Juli 2020
Dalam Bahasa Inggris

April 2020
Dalam Bahasa Indonesia

April 2020
Dalam Bahasa Indonesia

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Unit Sistem Informasi dan Pengelolaan Data untuk Dukungan Kebijakan, 
Sekretariat TNP2K

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program 
Nusantara Sehat (NS), sebuah penyebaran tenaga kesehatan berbasis 
tim. Program ini bertujuan untuk mendukung implementasi Program 
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Tujuan dari 
studi ini adalah untuk melihat pengaruh penyebaran NS terhadap indikator 
keberhasilan PIS-PK.

Pokja Kesehatan yang berada di bawah Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki tugas pokok antara lain 
mengoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional 
( JKN), membahas pelaksanaannya dengan pemangku kepentingan, serta 
merumuskan dan mengusulkan perbaikan program tersebut. Buku ini 
merupakan kompedium aktifitas Pokja Kesehatan TNP2K pada kebijakan 
Jaminan Kesehatan tahun 2014-2019.

SOP ini disusun untuk memberikan informasi kepada pengguna/
stakeholder yang terkait dengan layanan Unit BDT TNP2K, mulai dari 
persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hasil sampai dengan penanganan 
pengaduan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan kinerja 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan 
kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan 
masyarakat.
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MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN MENGURANGI 
KESENJANGAN MELALUI PENINGKATAN EFEKTIVITAS 
KEBIJAKAN DAN PROGRAM

MODEL ADVOKASI BELANJA PUBLIK UNTUK 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

SECERCAH ASA BAGI NEGERI

Oktober 2019
Dalam Bahasa Indonesia

Maret 2020 dan Juli 2019   (Cetakan pertama dan Kedua)
Dalam Bahasa Indonesia

Mei 2019
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, Sekretariat TNP2K

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Unit Komunikasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K

Buku ini melaporkan capaian dan proses dalam koordinasi kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan berbasis bukti. Dengan demikian 
laporan ini diharapkan tidak saja menjadi dokumentasi dari apa yang 
telah dilakukan TNP2K selama 5 tahun, namun juga menjadi acuan dan 
bahan pembelajaran bagi upaya penanggulangan kemiskinan di masa 
yang akan datang.

Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci peningkatan 
efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas ini 
ditunjukkan oleh relevansi dan ketepatan pengalokasian dan pelaksanaan 
anggaran belanja publik. Secara garis besar, panduan ini menjelaskan 
model analisis situasi kemiskinan dan evaluasi relevansi program dan 
anggaran, serta rekomendasi proses advokasi untuk diterapkannya 
model tersebut di dalam siklus rutin perencanaan dan pengangggaran 
di daerah. 

Tidak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat terutama masyarakat 
miskin dan rentan yang tidak mendapatkan akses terhadap listrik. Melihat 
kondisi tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) memfasilitasi, mengembangkan dan menjalankan program 
kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk 
menyediakan akses terhadap kebutuhan listrik dasar bagi masyarakat 
miskin.
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PENGEMBANGAN PETA STATUS GIZI BALITA DI INDONESIA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN 
SOSIAL DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI

KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

November 2019 dan Maret 2020   (Cetakan pertama dan kedua)
Dalam Bahasa Indonesia

Maret 2020
Dalam Bahasa Indonesia

April 2019 
Dalam Bahasa Indonesia

Tim Kebijakan, Sekretariat TNP2K; bekerja sama dengan Puslitbangkesmas 
Kemenkes dan SMERU

 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Sekretariat TNP2K

Unit Komunikasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K

Pemerintah sudah memiliki dokumen Strategi Nasional Percepatan 
Pencegahan Anak Kerdil (stunting) Periode 2018-2024 yang digunakan 
sebagai acuan bagi semua pihak di pusat, daerah, hingga desa dalam 
mempercepat pencegahan stunting. Buku ini merupakan rangkuman atas 
penerapan metode Small Area Estimate (SAE) untuk memperoleh angka 
estimasi status gizi balita sampai tingkat desa.

Pemerintah terus melaksanakan kebijakan yang mendukung 
kesejahteraan sosial guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran, 
salah satunya adalah dengan program pemberdayaan. Beberapa 
studi menunjukkan bahwa program ini cukup efektif untuk mendukung 
kemandirian ekonomi, terutama untuk perempuan. Program-program 
tersebut banyak diimplementasikan melalui prinsip pemberdayaan yang 
mampu menciptakan peluang ekonomi untuk mereka.

Buku ini menyajikan berbagai program kemitraan yang sudah 
dilaksanakan oleh TNP2K dalam menjalankan model kerja sama 
pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Kemitraan 
antara Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) 
dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah akan keterbatasannya 
dalam menyediakan pelayanan publik dan mengatasi masalah sosial.
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PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020

PRIMARY EDUCATION IN REMOTE INDONESIA:  SURVEY 
RESULTS FROM WEST KALIMANTAN AND NUSA TENGGARA

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Januari 2020
Dalam Bahasa Indonesia

Desember 2019
Dalam Bahasa Inggris

April 2019
Dalam Bahasa Indonesia

Tim Sekretariat TNP2K bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, 
Kantor Staf Presoden, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan bank penyalur 
anggota Himbara

KIAT Guru-TNP2K   

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Pedoman Umum Program Sembako ini merupakan penyempurnaan 
Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai sebelumnya. Pedoman umum 
ini dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis 
oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
bank penyalur, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan 
pihak terkait lainnya.  

Penyedia layanan pendidikan masih menghadapi tantangan di berbagai 
negara berkembang, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil. 
Laporan ini menyajikan gambaran mengenai enam temuan utama survei 
dan rekomendasi kebijakan terkait hal tersebut.

Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan presentase maupun 
jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Beban pengeluaran penduduk 
miskin di Pasaman Barat secara umum memiliki kesamaan secara 
nasional. Buku ini menjelaskan mengenai analisis belanja publik untuk 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.
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MEMBUMIKAN KEBERPIHAKAN INISIATIF DAERAH 
MENYIASATI KEMISKINAN

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH

MERETAS BATAS FORMALITAS: GELIAT KELEMBAGAAN TKPK

April 2019
Dalam Bahasa Indonesia

April 2019
Dalam Bahasa Indonesia

April 2019
Dalam Bahasa Indonesia

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Buku ini memaparkan bagaimana lima daerah mengalokasikan anggaran 
dan merumuskan strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah 
daerah sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan, banyak 
berkontribusi dalam memperbaiki kodisi kesejahteraan masyarakat 
dengan merencanakan inovasi program yang menyasar isu kemiskinan. 
Inovasi-inovasi pemerintah daerah tentunya harus memperhatikan 
dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan.

Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang tertinggi 
di Provinsi Aceh. Ruang fiskal yang tinggi dan cenderung meningkat 
menjadi peluang bagi Kota Banda Aceh untuk meningkatkan alokasi 
belanja prioritas untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Laporan 
ini menganalisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di Kota 
Banda Aceh.

Dinamika kelembagaan, TKPK kenyataannya tidak hanya sebatas 
pemenuhan tanggung jawab formal. Ada banyak kreasi kelembagaan 
maupun produk kebijakan yang menjadi penanda tengah berkembangnya 
peran kelembagaan TKPK yang positif di daerah: inovasi-inovasi yang 
layak menjadi sumber inspirasi untuk menjadikan TKPK lebih berdaya 
sebagai agen kunci percepatan penanngulangan kemiskinan di daerah. 
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ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES

April 2019
Dalam Bahasa Indonesia

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci peningkatan 
efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Secara garis 
bersar, panduan ini menjelaskan model analisis situasi kemiskinan dan 
evaluasi relevansi program dan anggaran, serta rekomendasi proses 
advokasi untuk diterapkannya model tersebut di dalam siklus rutin 
perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Brebes.
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2019-2020

Kertas Kerja/ 
Working Paper
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THE EFFECT OF EDUCATIONAL EXPANSION ON 
HOUSEHOLD LABOR ALLOCATION AND EARNING: 
EVIDENCE FROM RURAL INDONESIA

CAN HEALTH-INFORMATION CAMPAIGNS IMPROVE CCT- 
OUTCOMES? EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM SMS-
NUDGES IN INDONESIA

September 2020
Dalam Bahasa Inggris

September 2020
Dalam Bahasa Inggris

Achmad Maulana, Elan Satriawan dan Abror Tegar Pradana

Friederike Lenel, Jan Priebe, Elan Satriawan dan Ekki Syamsulhakim

Studi ini mendiskusikan salah satu proyek pendidikan yang banyak dibahas 
di negara-negara berkembang, yaitu program pembangunan sekolah 
INPRES. Selain meninjau dampak program ini terhadap penghasilan, 
penelitian ini memperkirakan pengaruh program pada alokasi pasokan 
tenaga kerja rumah tangga pedesaan, untuk menerangkan bagaimana 
proyek pendidikan tersebut meningkatkan pendapatan. 

Studi ini membahas dampak jangka pendek dari kampanye pesan teks 
selama 12 bulan pada pengetahuan dan praktik kesehatan di antara 
penerima CCT (Conditional Cash Transfers) di Indonesia. Analisis kami 
menunjukkan bahwa kampanye informasi mHealth dapat menjadi 
alat yang murah dan efektif dalam meningkatkan beragam indikator 
kesehatan. 

THREATS, PLEDGES AND ASSET MISREPORTING:  
A FRAMED FIELD EXPERMENT IN INDONESIA

September 2020
Dalam Bahasa Inggris

Rizal Adi Prima, Simon Feeny, Robert Hoffmann dan Elan Satriawan

Kami menyelidiki dampak intervensi perilaku pada kesalahan pelaporan 
aset, dalam konteks tunjangan kesejahteraan di Indonesia. Studi 
ini mediskusikan pentingnya teks dalam formulir yang tepat dalam 
mengurangi kesalahan pelaporan. Oleh karena adanya perubahan kecil 
dalam desain formulir pelaporan, kualitas data yang dihasilkan akan 
menjadi lebih baik.
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Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa program dana desa 
berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran per kapita 
penduduk perdesaan. Studi ini juga menemukan bahwa besaran pengaruh 
program dana desa terhadap pengeluaran per kapita berbeda-beda 
berdasarkan tipe wilayah.

FIGHT FIRE WITH FINANCE: A RANDOMIZED FIELD 
EXPERIMENT TO CURTAIL LAND-CLEARING FIRE IN 
INDONESIA

DANA DESA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT PERDESAAN: ANALISIS KUANTITATIF 
PENGELUARAN KONSUMSI PENDUDUK PERDESAAN 
SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM

Agustus 2020
Dalam Bahasa Inggris

Juli 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Ryan B. Edwards, Walter P. Falcon, Gracia Hariwidjaja,  
Matthew M. Higgins, Rosamond L. Naylor dan Sudarno Sumarto

Agung Setiawan, Nur Cahyadi, Ekki Syamsulhakim, Iqbal D. Wibisono,                  
Sri Murniati

Penelitian ini menguji apakah insentif fiskal level komunitas dapat 
mengurangi kebakaran untuk pembukaan lahan. Program ini dilakukan 
selama musim kebakaran tahun 2018 di Indonesia, dengan tiga bagian: (a) 
peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang pencegahan kebakaran, 
(b) hibah modal kecil untuk memobilisasi sumber daya pemadam 
kebakaran, dan (c) perjanjian uang tunai bersyarat yang besar jika desa 
tidak mengalami kebakaran pada akhir tahun.

MENUJU PENARGETAN KEMISKINAN SPASIAL: 
IDENTIFIKASI CLUSTERING KEMISKINAN DI INDONESIA

Juli 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Nur Cahyadi, Iqbal Dawam Wibisono, Ekki Syamsulhakim dan Agung 
Setiawan

Kajian ini bertujuan mengetahui berbagai pola kemiskinan di Indonesia 
terkait dengan karakteristik geografis dan demografis setempat. Selain 
itu, kami memperkirakan keterkaitan kemiskinan dengan faktor-faktor 
spasial menggunakan regresi lag spasial karena ada korelasi spasial 
antara kemiskinan di satu daerah dengan daerah lainnya.
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WHAT HAPPENS TO POOR HOUSEHOLDS: ARE THEY 
LEAVING, STAYING OR FALLING? EVIDENCE FROM 
INDONESIA’S UNIFIED DATABASE (UDB)

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: DITINJAU 
DARI KETIDAKSESUAIAN INDIKATOR PENGUKURAN 
PEMBANGUNAN DESA

April 2020
Dalam Bahasa Inggris

Maret 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Nadhila Adani dan Achmad Maulana

Sonny Harry B. Harmadi, Udin Suchaini dan Ardi Adji

Mengetahui mengapa rumah tangga dapat keluar dari kemiskinan 
merupakan hal krusial untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini 
memuat kumpulan data panel tingkat rumah tangga dari sekitar 20 juta 
rumah tangga di Indonesia, dari tahun 2011 sampai 2015.

Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan capaian Indikator 
Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2018 setelah pemerintah 
menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp250 triliun sejak tahun 2015. 
Dua indikator yang berhubungan dengan pembangunan desa adalah 
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). 
Akan tetapi, kedua alat ukur pembangunan desa ini memiliki beberapa 
indikator yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh paralegal dan kebijakan 
yang ada di desa.

PENGUKURAN GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA: 
TINJAUAN TEORITIS DAN USULAN PERBAIKAN

April 2020
Dalam Bahasa Indonesia

Ardi Adji, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Sandra Kurniawati              
dan Achmad Maulana

Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah usulan pemutakhiran 
penghitungan garis kemiskinan, dengan membandingkan metode 
penghitungan garis kemiskinan makanan dan kalori, metode 
penghitungan garis kemiskinan bukan makanan, dan metode riil. Artikel 
ini juga menyajikan simulasi perhitungan indikator kemiskinan sebagai 
referensi usulan perbaikan pengukuran garis kemiskinan ke depan.
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DECENTRALISATION AND POVERTY REDUCTION: THE ROLE 
OF LOCAL ECONOMIES AND INSTITUTIONAL CAPACITY IN 
INDONESIA

Maret 2020
Tersedia dalam Bahasa Inggris

Esha Chaudhuri, Sandra Kurniawati dan Sudarno Sumarto

Selama dua dekade hingga 2019, Indonesia telah membuat kemajuan 
signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan hingga lebih dari 50 
persen. Meskipun penurunan kemiskinan terjadi di tingkat nasional, 
kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan tidak merata di seluruh 
wilayah. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kemiskinan 
wilayah tersebut dengan menggunakan regresi panel.

LEADING INDICATORS KEMISKINAN DI INDONESIA: 
PENERAPAN PADA OUTLOOK JANGKA PENDEK

KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA: KINERJA PEMERINTAH 
DESA ATAUKAH DAMPAK SPASIAL?

April 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

April 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, Ardi Adji dan Taufik Hidayat

Sonny Harry B Harmadi, Udin Suchaini dan Ardi Adji

Indikator pembangunan berjalan sangat dinamis sejalan dengan 
respon program kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah 
membutuhkan perkiraan angka kemiskinan pada suatu periode tertentu, 
sesuai dengan perkembangan indikator pembentuknya. Angka tersebut 
dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan 
dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa capaian pembangunan 
desa bukan semata karena adanya program Dana Desa, melainkan juga 
atas dasar kebijakan dari tingkat pemerintah pusat hingga desa. Melihat 
pembangunan desa hanya dari Dana Desa sendiri menjadi nisbi untuk 
dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kinerja pembangunan 
desa untuk melihat apakah pembangunan desa inklusif di tingkat desa, 
atau ada dampak lain di luar desa.
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PENYESUAIAN FORMULA DANA DESA

HARMONISASI SUSENAS DAN RISKESDAS

ESTIMATING THE STOCK OF HIGHLY SKILLED 
INDONESIANS

Maret 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Maret 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Maret 2020
Dalam bahasa Inggris

Ardi Adji, Priadi Asmanto dan Hendratno Tuhiman

Ardi Adji dan Priadi Asmanto

Daniel Suryadarma dan Sandra Kurniawati

Sejak tahun 2015, alokasi Dana Desa meningkat cukup signifikan, baik 
nominal rupiah maupun proporsi terhadap total dana transfer ke 
daerah. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 
telah mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 
Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian alokasi formula 
agar lebih merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan 
peningkatan nilai nominal dana desa dalam APBN.

Sejak tahun 2018, telah dilakukan harmonisasi Riskesdas yang diproduksi 
oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari 
kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 
Kementerian Kesehatan terkait hasil temuan pada pencacahan Riskesdas 
untuk mengurangi kesalahan isian yang berdampak lebih luas.

Individu bertalenta dinilai berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan 
ekonomi daripada Individu biasa. Penelitian ini merupakan langkah 
awal untuk memahami individu bertalenta di Indonesia. Kajian ini 
menggunakan tolok ukur internasional untuk melihat jumlah siswa yang 
dianggap mempunyai ketrampilan yang tinggi, lalu memeriksa latar 
belakang dan sekolah yang mereka ikuti. 
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PRIORITAS WILAYAH PENCEGAHAN STUNTING

PENGEMBANGAN PETA STATUS GIZI BALITA DAN 
PREVALENSI STUNTING

Desember 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Maret 2019
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Ardi Adji, Priadi Asmanto dan Hendratno Tuhiman

Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Priadi Asmanto, Sandra Kurniawati, 
G. Irwan Suryanto dan Ardi Adji

Dalam mencapai target angka stunting sebesar 28% sebagaimana 
dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan prioritas 
wilayah pencegahan stunting di 100 Kabupaten/Kota dan diperluas 
secara bertahap sampai dengan tahun 2021. Kajian ini ditujukan untuk 
memberikan penjelasan teknis pemilihan kabupaten/kota berikut desa/
kelurahan yang menjadi wilayah prioritas pencegahan stunting. 

Dalam mengukur efektivitas dan mempertajam penargetan upaya 
pencegahan stunting, pemerintah memerlukan informasi mengenai 
tingkat dan sebaran prevalensi balita stunting pada tingkat wilayah 
administrasi yang lebih rendah dari tingkat kabupaten/kota. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menyediakan informasi status gizi balita, termasuk 
prevalensi stunting, sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

THE CHALLENGES OF UNIVERSAL HEALTH INSURANCE 
IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM A LARGE-
SCALE RANDOMISED EXPERIMENT IN INDONESIA

September 2019
Dalam Bahasa Inggris

Abhijit Banerjee, Amy Finkelstein, Rema Hanna, Benjamin Olken,  
Arianna Ornaghi dan Sudarno Sumarto

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai implementasi jaminan kesehatan 
yang luas dan berkelanjutan di negara berkembang. Penelitian ini 
mendiskusikan eksperimen acak yang melibatkan hampir 6.000 rumah 
tangga di Indonesia yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional 
( JKN).
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THE (LACK OF) DISTORTIONARY EFFECTS OF  
PROXY-MEANS TEST: RESULTS FROM A NATIONWIDE 
EXPERIMENT IN INDONESIA

Januari 2019
Dalam Bahasa Inggris

Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Benjamin A. Olken dan Sudarno Sumarto

Banyak pemerintah di negara berkembang yang menentukan keberhakan 
program anti-kemiskinan menggunakan sensus dari aset rumah tangga. 
Apakah ini mendistorsi pelaporan berikutnya, atau pembelian sebenarnya 
dari aset tersebut? Penelitian ini mengkajinya dengan memilih provinsi 
secara acak di Indonesia, di mana pemerintah menambah pertanyaan 
tentang kepemilikan televisi layar datar dan kartu SIM ponsel di sensus 
penargetan, yang dilakukan di 25 juta rumah tangga.
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PRODUK-PRODUK PENGETAHUAN 
SEKRETARIAT TNP2K PERIODE  
2019-2020

Ringkasan  
Kebijakan/
Policy Brief
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MEKANISME INTEGRASI DATA USAHA MIKRO, KECIL, 
DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA UNTUK 
PENETAPAN SASARAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN

PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN: UPAYA MENJAMIN PERLINDUNGAN 
SOSIAL BAGI SETIAP ORANG MELALUI JAMINAN SOSIAL 

KERENTANAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 
SELAMA PANDEMI COVID-19

September 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Desember 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

April 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Nurbudi Handayani  –  Kementerian Koordinator Bidang PMK
Siti Nurfitriah Farah Dewi, Sutikno, Elan Satriawan – Sekretariat TNP2K

Resmi Setia Milawati, Dhanie Nugraha, dan Dyah Larasati — 
Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Dyah Larasati

Kontribusi UMKM kepada perekonomian Indonesia sangatlah penting. 
Akan tetapi, rata-rata produktifitas UMKM masih relatif rendah. Dalam 
menanggapi masalah ini, ketersediaan data terintegrasi UMKM sangat 
penting agar pihak pemerintah (maupun pihak lain) dapat memberi 
bantuan atau intervensi program pemberdayaan dengan efisien dan 
akuntabel. Ringkasan Kebijakan ini akan menerangkan mengenai 
rekomendasi kebijakan terkait data terintegrasi UMKM di Indonesia.

Saat ini, kepesertaan program asuransi sosial untuk para pekerja di 
Indonesia masih rendah. Untuk itu, pemerintah memerlukan cara dalam 
meningkatkan kepesertaan program ini. Ringkasan kebijakan ini akan 
menerangkan mengenai tantangan-tantangan beserta rekomendasi 
dalam meningkatkan kepesertaan program asuransi sosial di Indonesia. 

Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang 
rentan secara ekonomi - dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia 
dibandingkan kelompok usia lainnya, dan hanya sedikit dari mereka 
yang memiliki akses ke jaminan/tabungan pensiun. Ringkasan kebijakan 
ini mengusulkan bantuan tunai lansia sementara secara universal, yang 
dapat dipertimbangkan untuk membantu mengurangi kerentanan 
ekonomi lansia. 



K A T A L O G  P R O D U K  P E N G E T A H U A N  S E K R E T A R I A T  T N P 2 K  2 0 1 9 - 2 0 2 0

2 0

PANDEMI COVID-19 DAN MOMENTUM UNTUK 
MEMPERKUAT SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL

KECUKUPAN DAN CAKUPAN MANFAAT BANTUAN SOSIAL 
PADA MASA PANDEMI COVID-19

PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM 
PEMULIHAN EKONOMI PASCAWABAH COVID-19

Agustus 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Agustus 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Agustus 2020
Dalam bahasa Indonesia

Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, G. Irwan Suryanto dan Siti Nur Fitriah 
Farah Dewi

Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, Ardi Adji dan Gracia Hadiwidjaja
Sutikno - Sekretariat TNP2K

Priadi Asmanto, Siti Nurfitriah Farah Dewi, Imelda Leiwakabessy,  
Mohammad Maulana dan Sutikno 

Kebijakan jaring pengaman sosial ( JPS) membutuhkan sistem penetapan 
sasaran yang kuat untuk mendukung penyaluran manfaat program. 
DTKS perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program JPS guna 
meminimalkan dampak negatif di sisi ekonomi akibat dari pandemi 
Covid-19. Kerja sama dan peran aktif seluruh kementerian dan pemerintah 
daerah sangat penting dalam memberikan umpan balik terhadap 
penggunaan data untuk program-program yang dilaksanakan. 

Bantuan sosial menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan miskin, 
terutama pada masa pandemi Covid-19. Stimulus ekonomi dan bantuan 
sosial selama pandemi Covid-19 belum cukup signifikan meringankan 
beban rumah tangga dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat 
yang membutuhkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan 
kebijakan bantuan sosial yang sedang berjalan saat ini dari segi nominal, 
jangkauan, dan penyaluran yang lebih tepat sasaran. 

Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup berat 
terhadap laju dan dinamika perekonomian yang ada, dan pengaruhnya 
juga dirasakan hingga ke pedesaan. Peran BUMDes dapat digunakan 
pemerintah untuk mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan serta 
menguatkan usaha mikro dan kecil.
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MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI TENGAH PANDEMI 
COVID-19

ANALISA SITUASI PENYANDANG DISABILITAS DI 
INDONESIA: TANTANGAN DAN HAMBATAN

MEMAKSIMALKAN PERAN PROGRAM SEMBAKO PADA 
MASA PANDEMI COVID-19

Juli 2020
Dalam bahasa Indonesia

Juli 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Agustus 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Priadi Asmanto dan Ardi Aji

Martin Siyaranamual dan Dyah Larasati

Siti Nurfitriah Farah Dewi, Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, G. Irwan 
Suryanto dan Ardi Adji 

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun 
juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, 
termasuk sektor pertanian. Ketersediaan bahan pangan pokok dalam 
kondisi pandemi memegang peranan penting. Stimulus untuk sektor 
pertanian menjadi kebutuhan guna menjaga daya tahan sosial ekonomi 
dan mempercepat pemulihan ekonomi. 

Penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi dan mengalami 
keterbatasan kesempatan untuk mengakses fasilitas pendidikan, 
kesehatan, nutrisi, serta memiliki kemungkinan kesempatan bekerja yang 
lebih sedikit. Untuk itu, penting dilakukan transformasi program bantuan 
sosial yang tengah dilaksanakan pemerintah karena program tersebut 
hanya mencakup kurang dari 1 persen total populasi penyandang 
disabilitas di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya 
menurunkan beban pengeluaran rumah tangga melalui perluasan 
kepesertaan Program Sembako. Guna memaksimalkan peran Program 
Sembako pada masa pandemi Covid-19, pelaksana program perlu 
memastikan harga pangan terjangkau, kualitas bahan pokok yang 
lebih baik, realisasi pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah 
direncanakan, dan ketersediaan bahan makanan yang merupakan 
komponen utama program.
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PENGUTAMAAN PENGGUNAAN DANA DESA: PADAT KARYA 
TUNAI PENCEGAHAN COVID-19

ALOKASI, FORMULASI, DAN PEMANFAATAN DANA 
KELURAHAN (DK)

PENGUTAMAAN PENGUNAAN DANA DESA: BANTUAN 
LANGSUNG TUNAI DESA

April 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Maret 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Mei 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Priadi Asmanto, Mohammad Maulana dan Bagoes Jutarto

Hendratno Tuhiman, Priadi Asmanto dan Ardi Adji

Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, Mohammad Maulana,  
G. Irwan Suryanto dan Ardi Adji 

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, dari kesehatan 
hingga sosial-ekonomi, tak terkecuali ketenagakerjaan. Kegiatan Padat 
Karya Tunai Desa (PKTD) yang telah berjalan cukup efektif sejak 2018 
dapat menjadi salah satu program pemanfaatan dana desa dan segera 
diterapkan sejalan dengan kebijakan yang telah ada. Penyesuaian 
perlu dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menjadi prioritas dengan 
mekanisme yang mengacu pada peraturan yang berlaku. 

Dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat 
mengeluarkan kebijakan dana perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan keuangan dilakukan 
melalui transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/kota dan desa yang kemudian dikenal sebagai dana 
transfer daerah. 

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan 
juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pandemi ini menekan perekonomian 
dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. 
Bantuan langsung tunai menggunakan dana desa (BLT-D) dapat segera 
diterapkan dengan penerima manfaat lebih banyak dari penerima 
manfaat program nasional, guna meminimalkan potensi konflik di desa.
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KETIMPANGAN PADA GIZI BURUK ANAK DI INDONESIA

Maret 2020
Dalam bahasa Indonesia

Taufik Hidayat 

Tulisan ini mengungkap ketimpangan malnutrisi anak balita di Indonesia, 
utamanya dengan pengukuran kesejahteraan pengeluaran konsumsi per 
kapita. Uraian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa prevalensi malnutrisi 
pada anak  berada di kelompok masyarakat bawah. Selain itu, studi ini 
berupaya mengukur dampak dari salah satu intervensi prenatal care 
terhadap outcome stunting. Hasil temuan menunjukkan bahwa prenatal 
care tidak berpengaruh signifikan terhadap stunting. 

INDUSTRI KELAPA SAWIT, PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

PENGUKURAN ANGKA KEMISKINAN: STANDAR GLOBAL VS 
NASIONAL

Maret 2020
Dalam bahasa Indonesia

Februari 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Priadi Asmanto dan Ardi Adji

Taufik Hidayat, Priadi Asmanto dan Nuri Taufiq

Selama periode 1990-2017, lahan perkebunan kelapa sawit melonjak 
tiga kali lipat. Hal ini di ikuti dengan kemampuan produksi kelapa sawit 
meningkat lebih dari 300%. Sejak tahun 2008, Indonesia merupakan 
penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit 
berkembang cukup pesat dengan jutaan penduduk yang hidup pada 
sektor ini. Ini mengindikasikan bahwa sektor ini merupakan salah satu 
kontributor penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara 
rutin menghitung Garis Kemiskinan (GK) nasional untuk menjadi 
ukuran pencapaian pembangunan setiap tahun. Di lain sisi, lembaga 
internasional seperti Bank Dunia juga merilis hasil penghitungan angka 
kemiskinan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, penelusuran 
lebih lanjut mengenai makna di balik dari dua versi angka kemiskinan ini 
perlu diungkap, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh.
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POVERTY DYNAMICS IN INDONESIA

Februari 2020
Dalam bahasa Inggris

Ade Febriady, Hendratno Tuhiman dan Ardi Adji 

Jumlah orang miskin sementara – mereka yang masuk dan keluar dari 
kemiskinan – diperkirakan mencapai 17,92 persen dari populasi atau 
44,2 juta orang pada tahun 2013. Orang yang miskin kronis dan miskin 
sementara memiliki karakteristik yang sama, yaitu mayoritas kepala 
rumah tangga mereka adalah wiraswasta dengan tingkat pendidikan 
yang lebih rendah.

PENYEMPURNAAN METODE PERHITUNGAN PRODUKSI 
BERAS NASIONAL

Juli 2019
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Ardi Adji dan Priadi Asmanto

Ketidakakuratan data produksi padi diduga terjadi sejak lama. Studi dari 
BPS bersama JICA pada tahun 1998 telah mengindikasikan overestimasi 
luas panen sekitar 17,07 persen, yang antara lain karena penggunaan 
metode pandangan mata (eye estimate). Selain itu, perhitungan luas 
baku sawah yang cenderung meningkat perlu ditinjau ulang. Secara riil, 
fakta di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi pengalihan lahan 
padi untuk guna lahan industri, perumahan, atau infrastruktur.

MENDORONG EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA 
MELALUI ALOKASI KINERJA

Februari 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Ardi Adji, Hendratno Tuhiman, Priadi Asmanto, Taufik Hidayat dan 
Ronaldo Octaviano

Pemberlakuan UU Desa telah mendorong sejumlah perubahan signifikan. 
Undang-undang tersebut mengatur sumber pendapatan desa yang 
dapat berimplikasi pada alokasi anggaran khusus bagi desa, baik yang 
bersumber dari APBN maupun APBD.
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PROTOTIPE PENYUSUNAN INDEKS KERAWANAN 
ASUPAN GIZI (IKAG)

Juli 2019
Dalam bahasa Indonesia

Ade Febriady, Ardi Adji dan Hendratno Tuhiman

Indeks Kerawanan Asupan Gizi (IKAG) bertujuan untuk mengukur tingkat 
kerawanan pemenuhan gizi pada level kabupaten/kota. IKAG dapat 
menggambarkan kekurangan asupan energi dan zat gizi makro yang 
dapat mengakibatkan malnutrisi. Penghitungan IKAG akan memungkinkan 
penetapan prioritas program berbasis tingkat kerawanan asupan gizi 
dan memantau capaian pemenuhan gizi pada level kabupaten/kota.

PERLINDUNGAN SOSIAL INKLUSIF BAGI PENYANDANG 
DISABILITAS DI INDONESIA

Januari 2019
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Dyah Larasati, Karishma Huda, Alexandre Cote, Sri Kusumastuti 
Rahayu dan Martin Siyaranamual

Individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi risiko finansial 
yang cukup signifikan. Walaupun saat ini sistem perlindungan sosial bagi 
penyandang disabilitas berupa jaminan pendapatan minimum telah ada, 
namun jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya 
penduduk dengan disabilitas berat yang belum memperoleh manfaat 
dari program-program perlindungan sosial yang ada. 
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BULETIN TNP2K EDISI 1

BULETIN TNP2K EDISI 2

Maret-Juni 2020

Juli-September 2020

BuletinTNP2K ini tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan dapat diakses laman 
web resmi TNP2K: http://www.tnp2k.go.id/

BuletinTNP2K ini tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan dapat di akses laman 
web resmi TNP2K: http://www.tnp2k.go.id/

Unit Pengelola Pengetahuan (Knowledge Management Unit) Sekretariat 
TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan (Knowledge Management Unit) Sekretariat 
TNP2K

Buletin ini berisi artikel ringkas dari hasil kajian-kajian yang dilakukan 
oleh TNP2K dan juga berisi artikel-artikel tentang respon pada situasi 
yang terjadi disekitar rentang waktu sebelum terbit. Buletin TNP2K pada 
edisi pertama berisi 7 buah artikel bahasan yang terdiri dari 4 buah 
artikel versi ringkas Kertas Kerja dan 3 buah artikel lepas yang ditulis oleh 
Tim dan Unit TNP2K. Diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Kemajuan 
Pembangunan Desa: Kinerja Pemerintah Desa Ataukah Dampak 
Spasial?. 2). Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis 
dan Usulan Perbaikan. 3). Pengembangan Peta Status Gizi Balita dan 
Prevalensi Stunting. 4). Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: 
Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa. 
5). PHK dan Potensi Meningkatnya Angka Kemiskinan di Tengah Wabah 
Covid-19. 6). Pentingnya Data Mutakhir Dalam Distribusi Bantuan Sosial di 
Masa Wabah Covid-19 dan 7). Menyesuaikan Anggaran, Mengupayakan 
Keamanan.

Buletin edisi ke 2 ini ini berisi artikel ringkas dari hasil kajian-kajian yang 
dilakukan oleh TNP2K dan juga berisi artikel-artikel tentang respon pada 
situasi Pandemi Covid-19. Buletin TNP2K pada edisi pertama berisi 8 
buah artikel bahasan yang terdiri dari 4 buah artikel versi ringkas Kertas 
Kerja dan 4 buah artikel lepas yang ditulis oleh Tim dan Unit TNP2K. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Dana desa dan Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan: Analisis Kuantitatif Pengeluaran 
Konsumsi Penduduk Perdesaan Sebelum dan Sesudah Program. 2). 
Menuju Penargetan Kemiskinan Spasial: Identifikasi Kluster Kemiskinan 
di Indonesia. 3). Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial: 
Sebuah Upaya Perbaikan Menuju Keadilan Sosial Pada Masa Pandemi 
Covid-19. 4). Respons Sensitif Gender Terhadap Pandemi Covid-19. 5). 
Menggunakan Pembayaran Tunai Bersyarat untuk Mencegah Kebakaran 
Hutan dan Lahan: Bukti dan Pembelajaran dari Kalimantan Barat. 6). 
Penanganan Kemiskinan di Aceh pada Masa Pandemi. 7). Keberlanjutan 
Reformasi Kebijakan Subsidi Energi Untuk Alokasi Anggaran Yang Lebih 
Efektif. 8). Indikator Pendahulu Kemiskinan di Indonesia: Penerapan Pada 
‘Outlook’ Jangka Pendek.
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TNP2K SERIES EDISI 1

Desember 2020
Unit dan Tim Sekretariat TNP2K

TNP2K Series merupakan kompilasi hasil kajian dan kertas kerja yang 
dihasilkan oleh sekretariat TNP2K dan mitra terkait. TNP2K tersedia 
hanya dalam versi bahasa Inggris dan terbit 2 sekali dalam setahun 
pada bulan Desember dan Agustus. Terbitan edisi pertama ini memuat 8 
buah judul Working Paper diantaranya yatu sebagai berikut:  1). Priority 
Regions for Prevention of Stunting, What Happens to Poor Households: Are 
They Leaving, 2). Staying or Falling - Evidence From Indonesia’s Unified 
Database (UDB), 3). Decentralisation And Poverty Reduction: The Role of 
Local Economies and Institutional Capacity In Indonesia, 4). Harmonisation 
of Susenas and Riskesdas, 5). The Development of Nutmap (Nutrition Map) 
Status and Stunting Prevalence in Children Under-Five, 6). The challenges 
of universal health insurance in developing countries Evidence from a 
large-scale randomised experiment in Indonesia, 7). Estimating the Stock 
of Highly Skilled Indonesians, 8). Reform on Village Funds Formulation.
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KERENTANAN LANSIA DI MASA WABAH COVID-19

KERENTANAN PEREMPUAN DI MASA WABAH COVID-19

KELOMPOK RENTAN DAN DAMPAK WABAH COVID-19

Maret 2020
Dalam bahasa Indonesia

September 2020
Dalam bahasa Indonesia

September 2020
Dalam bahasa Indonesia

Unit KM dan Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K 

Unit KM dan Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Unit KM dan Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Infografis ini membahas tentang Kerentanan Lansia di Masa Wabah 
Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini, beberapa kelompok 
masyarakat memiliki potensi kerentanan lebih lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelompok lainnya, salah satunya adalah kelompok lansia. 
Menurut WHO, lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan seperti 
diabetes, asma, darah tinggi lebih rentan terhadap penularan Covid-19 
dan memiliki potensi kematian yang lebih tinggi. Tidak hanya dalam hal 
kesehatan, lansia juga memiliki kerentanan yang tinggi dalam hal sosial 
ekonomi.

Infografis ini membahas tentang Kerentanan Perempuan di Masa 
Wabah Covid-19.  Wabah Covid-19 yang terjadi saat ini, disadari atau 
tidak telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kaum 
perempuan. Krisis yang terjadi semakin memperlihatkan bagaimana 
perempuan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta 
mengalami tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, 
dan psikis. 

Infografis ini membahas Kelompok Rentan dan Dampak Wabah 
Covid-19. Dalam situasi pandemi Covid-19, terdapat beberapa 
kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan 
kelompok masyarakat pada umumnya. Kerentanan tersebut mencakup 
permasalahan kesehatan, ekonomi, hingga eksklusi sosial sebagai 
akibat dari pandemi Covid-19. Mereka yang termasuk dalam kelompok 
rentan tersebut adalah perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan 
pekerja sektor informal.
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REFORMASI KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI

PERBAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN 
SOSIAL SEPANJANG HAYAT BAGI SEMUA

PERBAIKAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

Oktober 2020
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Unit Komunikasi dan Kemitraan, Seketariat TNP2K

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Skeretariat TNP2K

Unit Sistem Informasi dan Pengelolaan Data untuk Dukungan Kebijakan, 
Sekretariat TNP2K

Infografis ini menjelaskan mengenai reformasi kebijakan subsidi energi, yang 
bertujuan agar subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. Reformasi ini perlu 
dilakukan, mengingat hanya sekitar 26 persen subsidi listrik yang diterima 
oleh 40 persen masyarakat dengan status sosial-ekonomi terendah. Sisanya, 
74 persen, diterima oleh kelompok 60 persen masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan teratas.

Infografis ini menerangkan mengenai penyempurnaan program dan kebijakan 
perlindungan sosial. Penyempurnaan ini dilakukan secara bertahap untuk 
mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, sehingga 
mencakup penduduk usia anak, penduduk usia kerja, sampai penduduk lansia.

Infografis ini menerangkan mengenai perbaikan kualitas data sebagai bahan 
penetapan sasaran program-program perlindungan sosial untuk pengentasan 
kemiskinan. Kegunaan Basis Data Terpadu (BDT) sangat penting, karena 
dapat digunakan untuk menganalisis program penanggulangan kemiskinan, 
serta menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.
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INKLUSI KEUANGAN DAN GOVERNMENT TO PERSON (GTP)

PENINGKATAN EFEKTIVITAS DANA DESA

MASUKAN PERBAIKAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Sekretariat TNP2K

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Sekretariat TNP2K

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Infografis ini menerangkan mengenai inklusi keuangan dan program G2P 
di Indonesia. Inklusi keuangan sangat penting, mengingat inklusi keuangan 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, 
pengentasan kemiskinan, sampai mengurangi kesenjangan antara orang dan 
daerah. Karena inklusi keuangan merupakan hal yang penting, pemerintah 
menargetkan Indeks Inklusi Keuangan (FINDEX) di Indonesia naik dari 49% 
pada tahun 2017 menjadi 75% pada tahun 2019.

Infografis ini menerangkan mengenai peningkatan efektifitas Dana Desa. 
Dalam hal ini, Pokja Ekonomi TNP2K turut serta dalam: 1) memberikan masukan 
terkait perbaikan formula alokasi Dana Desa, 2) memberikan dukungan 
terkait percepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa, 3) memfasilitasi 
keberlanjutan dan pembadanhukuman dana bergulir UPK ex-PNPM menjadi 
koperasi LKM, serta 4) mengidentifikasi faktor penentu upaya pengembangan 
BUMDesa.

Infografis ini merupakan masukan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan (JKN). Dalam hal ini, TNP2K memberikan 
kontribusi berupa analisis tren utilisasi kesehatan, rekomendasi reformasi 
kebijakan, serta monitoring dan evaluasi program. 



K A T A L O G  P R O D U K  P E N G E T A H U A N  S E K R E T A R I A T  T N P 2 K  2 0 1 9 - 2 0 2 0

3 4

KEMITRAAN DENGAN SEKTOR SWASTA DALAM UPAYA 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM/KEBIJAKAN 
PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING)

INOVASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS 
PENDIDIKAN

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Unit Komunikasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K

Pokja Stunting TNP2K

KIAT Guru-TNP2K

Infografis ini menerangkan mengenai kemitraan dengan sektor swasta dalam 
mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2016, TNP2K 
mengembangkan suatu desain kerangka kerja kemitraan antara pemerintah 
pusat dan daerah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat melalui Kerangka 
Kerja Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Infografis ini menerangkan mengenai kegiatan yang mendukung pencegahan 
anak kerdil (stunting) di Indonesia. Pencegahan stunting sangat penting untuk 
dilakukan, mengingat anak yang stunting memiliki potensi kognitif yang tidak 
maksimal, serta rentan terhadap penyakit tidak menular degeneratif.

Infografis ini menerangkan mengenai inovasi kebijakan untuk peningkatan 
kualitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih terpencil (KIAT GURU). 
Inovasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru, kualitas 
layanan guru, dan hasil belajar dengan menggunakan dua pendekatan, 
yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembayaran tunjangan khusus guru 
berbasis kinerja.
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PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOORDINASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

MEMPROMOSIKAN PENGGUNAAN MONITORING DAN 
EVALUASI UNTUK PENINGKATAN PROGRAM

RANGKUMAN INFORMASI PROGRAM SEMBAKO

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Oktober 2019
Dalam bahasa Indonesia

Maret 2020
Tersedia dalam Dwi Bahasa

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Unit Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat TNP2K

Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K

Infografis ini menerangkan mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan 
koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam hal ini, Unit 
Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K bersinergi untuk 
meningkatkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 
dalam mengelola dan mengendalikan program nasional kemiskinan, 
serta memfasilitasi perencanaan kebijakan agar dapat mendukung 
penanggulangan kemiskinan.

Infografis ini menerangkan mengenai monitoring dan evaluasi yang dilakukan 
oleh TNP2K terhadap program-program penanggulangan kemiskinan. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode survei yang 
sahih, ditopang dengan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan 
pengumpulan data.

Pada tahun 2020, dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial 
dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program 
BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, 
indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas 
sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT.
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PERAN BUMDESA SEBAGAI WADAH KEGIATAN 
USAHA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDORONG 
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RPKD, RAT, DAN 
LP2KD BAGI TKPK 

18 November 2020

18 November 2020

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Pada tahun 2020, dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan 
sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, 
maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. 
Dengan program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis 
komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa 
beras dan telur seperti pada program BPNT.

Produk pengetahuan berupa audio visual ini merupakan 
proses bimbingan teknis yang dilaksanakan secara virtual dan 
diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut oleh Unit Advokasi 
Bersama Bangda Kemendagri, dengan dukungan dari Unit Knowledge 
Management sebagai pelaksana teknis. Bimbingan teknis Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertujuan memberikan 
pemahaman mendalam terkait Permendagri No.53 tahun 2020 dan 
mensosialisasikan tools aplikasi analisis program.
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DISKUSI KEBIJAKAN TNP2K: REFORMASI SUBSIDI LISTRIK

KELOMPOK RENTAN DAN COVID-19 DI INDONESIA

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI MASA COVID-19: 
APA YANG DAPAT DIPELAJARI DARI BUKTI YANG ADA

9 November 2020

31 Juli 2020

12 Oktober 2020

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Produk pengetahaun audio visual ini berisi diskusi mengenai reformasi 
kebijakan subsidi listrik yang telah dimulai sejak Januari 2017 untuk 
pelanggan rumah tangga kategori daya 900VA, agar lebih tepat 
sasaran bagi masyarakat miskin.  Kebijakan tersebut mampu 
memberikan penghematan APBN lebih dari Rp 21 triliun yang dapat 
dialihkan untuk peningkatan akses listrik bagi masyarakat serta untuk 
anggaran pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan 
infrastruktur.  Meskipun demikian sampai tahun 2020 besaran subsidi 
listrik masih sangat besar pada kisaran rp 54,78 triliun.  Karena itu, 
kelanjutan reformasi kebijakan subsidi listrik agar lebih fokus pada 
masyarakat miskin dan rentan perlu terus dilanjutkan, terlebih setelah 
pandemi covid-19.  Bagaimana kelanjutan reformasi kebijakan subsidi 
listrik tepat sasaran tersebut pasca pandemi covid-19 untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Produk pengetahaun audio visual ini berisi tentang diskusi mengenai 
pembelajaran baik dari Program Perlindungan Sosial di masa 
Covid-19. Diskusi ini diadakan pada Selasa, 22 September 2020 pukul 
16.30 – 18.00 WIB, Kerjasama antara J-PAL Southeast Asia (J-PAL SEA) 
dan TNP2K.  Kegiatan ini dimoderator oleh Elan Satriawan (Kepala Tim 
Pokja Kebijakan, TNP2K).

Produk pengetahaun berbentuk audio visual ini berisi diskusi mengenai 
dampak pandemi Covid-19 di Indonesia pada seluruh lapisan 
masyarakat, termasuk pada mereka yang digolongkan sebagai 
kelompok rentan di masyarakat. Apa yang sesungguhnya dihadapi oleh 
kelompok rentan ini? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk membantu 
mereka bertahan dalam situasi krisis? Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) 
mengadakan diskusi ini pada Rabu, 29 Juli 2020 pukul 09.30 – 10.30 WIB 
melalui Zoom Webinar TNP2K.
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PROGRAM SUBSIDI UPAH DAN RELAKSASI IURAN 
UNTUK MENGURANGI DAMPAK COVID-19 DAN 
UPAYA MENINGKATKAN KEPESERTAAN JAMSOS 
KETENAGAKERJAAN 

SERI DIALOG TNP2K - RESPON SENSITIF GENDER 
TERHADAP PANDEMI COVID-19

17 Oktober 2020

12 September 2020

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Produk pengetahuan berupa audio visual ini berisi diskusi mengenai 
berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah guna mengurangi 
dampak ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19. Salah satunya 
adalah melalui Program Jaminan Sosial yang menyasar kelompok 
usia produktif. Diskusi webinar ini dibuka oleh Elan Satriawan, 
Kepala Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K dan dimoderatori oleh Dyah 
Larasati, Koordinator Kebijakan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, Sekretariat TNP2K.

Produk pengetahuan audio visual ini berisi diskusi mengenai Respon 
Sensitif Gender Terhadap Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangannya 
di Indonesia.  Pandemi Covid-19 telah menempatkan perempuan 
dan anak dalam berbagai risiko yang lebih tinggi dari sebelumnya.  
Diperlukan pendekatan sensitif gender dalam menanggapi pandemi ini 
guna mengurangi dampak dan risiko terhadap perempuan.  Diskusi ini 
diadaan pada Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 10.00 - 11.35 WIB melalui 
zoom meeting TNP2K. Dengan sambutan oleh bapak Elan Satriawan, 
Kepala Tim Kebijakan TNP2K.
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PENANGANAN KEMISKINAN DI ACEH MASA WABAH 
COVID-19

PENGELOLAAN PENGETAHUAN PADA MASA PANDEMI 
COVID-19 

22 Mei 2020

9 Juni 2020

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Produk pengetahuan audio visual ini berisi diskusi mengenai respon 
terhadap situasi pandemic covid 19 khususnya tentang pembelajaran 
baik dari penanganan kemiskinan di aceh masa wabah covid-19.  Diskusi 
ini diadakan Kerjasama dengan Unsyiah, TKP2K Aceh dan TNP2K. 

Produk pengetahuan audio visual ini berisi materi diskusi mengenai 
upaya dalam mewujudkan manajemen pengetahuan yang efektif 
selama bekerja dirumah. Rangkaian serial ini terdiri dari 3 video 
yang diantaranya terdiri dari bahasan mengenai 1). Mendorong 
Produksi Produk Pengetahuan untuk Menanggulangi Kemiskinan di 
Tengah Wabah COVID-19, 2). Diseminasi dan Optimasi Digital dalam 
Situasi Wabah COVID-19 dan 3). Peran dan Strategi Knowledge Sector 
Initiative dalam Mendukung Proses Knowledge to Policy selama wabah 
COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 3 sampai 5 
Juni 2020, setiap pukul 10.00-12.00 WIB. 

MANAJEMEN DATA DAN PENGELOLAAN JARING 
PENGAMAN SOSIAL: PEMBELAJARAN MASA PANDEMI 
COVID-19

22 Mei 2020
 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Produk pengetahuan audio visual ini berisi diskusi mengenai respon 
terhadap situasi pandemic covid 19 khususnya tentang manajemen 
data dan pengelolaan jaring pengaman sosial.  Diskusi ini merupakan 
kerjasama antara Universitas Indonesia dan TNP2K.
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LAPORAN AKHIR TNP2K

MENEMBUS BATAS MELAYANI NEGERI

10 Oktober 2019

24 Juli 2019

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Unit Pengelola Pengetahuan/Knowledge Management Unit, 
Sekretariat TNP2K

Produk pengetahuan audio visual ini berisi Laporan Akhir Sekretariat 
TNP2K kepada Wakil Presiden RI. TNP2K dibawah pimpinan Wakil 
Presiden M. Jusuf Kalla turut berperan dalam perbaikan kebijakaan 
dan program penanggulangan kemiskinan. TNP2K memberi dukungan 
dalam peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); transformasi program 
Raskin; Inisiasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting; serta 
reformasi kebijakan subsidi listrik. Video animasi ini tersedia dalam versi 
Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris.

Produk pengetahuan berupa audio visual ini berisi mengenai gambaran 
program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan yang didukung 
oleh TNP2K dalam monitoring dan evaluasi.  Program ini merupakan 
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah 
tertinggal melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan primer. Salah 
satu bentuk penugasan khusus Nusantara Sehat yaitu menempatkan 
suatu tim tenaga kesehatan selama 2 tahun di Puskesmas yang terletak 
di daerah yang terisolir secara geografis dengan tujuan semakin 
terjangkaunya akses masyakarat kepada pelayanan kesehatan. 
TNP2K sebagai mitra turut berpartisipasi dalam bentuk penguatan 
implementasi melalui kegiatan evaluasi Program Nusantara Sehat. 
Dukungan terhadap Nusantara Sehat merupakan bentuk nyata agar 
tercapai cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Film ini tersedia 
dalam versi durasi pendek dan versi durasi lengkap serta tersedia 
dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris.



K A T A L O G  P R O D U K  P E N G E T A H U A N  S E K R E T A R I A T  T N P 2 K  2 0 1 9 - 2 0 2 0

4 2

MODEL ADVOKASI BELANJA PUBLIK UNTUK 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT

TNP2K PROGRAM LISTRIK BAGI MASYARAKAT MISKIN 
2019

MODEL ADVOKASI BELANJA PUBLIK UNTUK 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA 
BARAT

27 Mei 2019

6 Maret 2019

27 Mei 2019

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Unit Komunikasi dan Kemitraan Sekretariat TNP2K

Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretariat TNP2K

Produk pengetahuan audio visual ini berisi mengenai gambaran 
program TNP2K mendampingi pemerintah kabupaten Pasaman Barat 
dalam melakukan analisis belanja publik guna menajamkan program 
serta kebijakan penanggulangan kemiskinan. Perbaikan kualitas 
belanja publik adalah salah satu kunci efektivitas penanggulangan 
kemiskinan dan ketimpangan.   

Produk pengetahuan audio visual ini membahas mengenai program 
kemitraan TNP2K bersama dunia usaha dan masyarakat, dalam 
memberi akses listrik kepada masyarakat yang miskin. Program ini 
muncul karena pada tahun 2017, masih ada sekitar 2500 desa di 
Indonesia yang belum terjangkau listrik. Padahal, listrik merupakan 
salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Program ini dimulai dengan uji coba pemberian bantuan 
listrik tenaga surya kepada 380 rumah tangga yang miskin. Dalam video 
ini, terlihat bahwa banyak masyarakat yang terbantu dari pelaksanaan 
program ini.

Produk pengetahuan audio visual ini berisi mengenai gambaran 
program TNP2K mendampingi pemerintah provinsi Nusa Tenggara 
Barat dalam melakukan analisis belanja publik untuk dapat 
menajamkan program serta kebijakan penanggulangan kemiskinan. 
Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci efektivitas 
penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. 



K A T A L O G  P R O D U K  P E N G E T A H U A N  S E K R E T A R I A T  T N P 2 K  2 0 1 9 - 2 0 2 0

4 3

BANTUAN PANGAN NON TUNAI

4 Maret 2019
 YouTube Chanel TNP2K Official: TNP2KKomunikasi

Pokja Bansos, Sekretariat TNP2K 

Produk pengetahuan audio visual ini berisi mengenai gambaran 
salah satu program pengentasan kemiskinan yang didukung oleh 
TNP2K. Pada 2017, Pemerintah Indonesia berhasil mereformasi 
pemberian bantuan sosialnya. Sebelumnya, bantuan sosial diberikan 
secara tunai melalui kantor pos atau dalam bentuk beras bersubsidi 
langsung kepada keluarga miskin. Saat ini, secara bertahap bantuan 
sosial diberikan secara elektronik (“nontunai”) melalui rekening 
bank. Pendekatan nontunai ini memungkinkan keluarga miskin untuk 
menggunakan manfaat bantuan sebesar seratus sepuluh ribu rupiah 
per bulan yang telah dikreditkan ke akun mereka melalui toko/agen/e-
warong yang berpartisipasi. Penerima manfaat dapat memilih kualitas 
dan kuantitas beras dan/atau telur, sehingga meningkatkan akses 
untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Sampai dengan November 
2018, BPNT telah diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat 
di 219 kabupaten dan kota di Indonesia.
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TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
E-mail : info@tnp2k.go.id
Situs : www.tnp2k.go.id




